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ABSTRAK

MUHAMMAD WIDIYONATA FITRIANSYAH. NPM.18810303. 2022.ANALISIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK PALSU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing Il
Nasrullah, S.H.l., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Palsu, UU No 8 Tahun 1999

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap Terhadap
Pelaku peredaran kosmetik Palsu dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik Palsu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum
normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini
menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan
Beredarnya kosmetik palsu yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak
konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan
kesalamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dimana dalam undang - undang
ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Ancaman Pidana
Terhadap Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik palsu tertuang dalam Pasal 106 ayat 1
juntho Pasal 1 ayat 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 juga menyebutkan larangan untuk memproduksi serta mengedarkan produk
apabila produsen tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal tersebut.
Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan.
Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen
kosmetik agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik
palsu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
diharapkan upaya perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen telah mengatur
secara tegas mengenai hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap
peredaran kosmetik palsu yaitu pada huruf a dan c: a. Hak atas kenyamanan, keamanan,



dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c¢. Hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
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